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BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONTRUKSI
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertb penyelenggaraan Usaha Jasa
Konstruksi di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11
Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi diperiukan
adanya pengaturan lebih [anjut mengenai tata cara
pemberian dan Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha
Jasa Konstruksi ;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor
03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha
Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan
sehingga perilu diadakan penyempurnaan Tata Cara
Pemberian dan Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha
Jasa Konstruksi;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan'sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubilk
Indonesia Nomor 3209);

.. ._2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

" Daerah~dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Repubilkk Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
(Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 1999 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3826);.
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. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagalmana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan anhtara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang

Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 3955),

. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,

" — - Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ar—n

3957); @ --.

J—.

11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusl Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139 ); ‘



,}

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 4737 ).

13.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun

2005 tentang. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Luwu
Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2005 Nomor 10 );

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179 );

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun

Memperhatikan : 1.

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ( Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 180 );

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin
Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nomor
11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana
Kontruksi dan terakhir diubah dengan Peraturan LPJKN
Nomor 11.a Tahun 2008;

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor
12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana
dan Pengawas Kontruksi dan terakhir diubah dengan
Peraturan LPXXN Nomor 12.a Tahun 2008.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG TATA

CARA PENGURUSAN IZIN USAHA JASA KONTRUKSI
KABUPATEN LUWU UTARA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara .

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara .

Bupati adalah Bupati Luwu Utara .

. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi,
layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi
pengawasan pekerjaan konstruksi .

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional selanjutnya disingkat
LPJKN adalah suatu lembaga yang independent dan mandirl yang
mempunyai tugas melakukan pembinaan Pengembangan dan pengawasan
jasa kontruksi yang berkedudukan di ibu kota negara .

Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Daerah selanjutnya disingkat LPJKD
adalah suatu lembaga yang independent dan mandiri yang mempunyai tugas
melakukan pembinaan Pengembangan dan pengawasan jasa kontruksi yang
berkedudukan di ibu kota Provinsi .

Asosiasl adalah merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau
himpunan pengusaha orang perseorangan dan atau perusahaan baik yang
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang
jasa konstruksi yang bersifat umum atau spesialis serta memiliki keterampilan
dan atau keahlian sesual dengan kriteria .

. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian keglatan

perencanaan dan /atau peiaksanaan serta pengawasan yang mencakup
pekerjaan arsitektural, sipill, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan,
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10.Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha yang bergerak dibidang
Usaha Jasa Konstruksl .

11.Retribusi adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menggunakan prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta .

12.Wajib Retrlbusi adalah orang pribadl atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk meiakukan pembayaran retribusi
daerah.

13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang seianjutnya disingkat SKRD atau
dokumen iain yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan
besarnya jumilah retribusi yang tercantum .

14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpuikan,
mengolah data atau keterangan lalnnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajlban Perpajakan Daerah dan Retribusl dan untuk tujuan iain
dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-Undangan .

15.Klasifikasl adalah penggolongan Badan Usaha /Perusahaan berdasarkan
bidang dan sub bidang keahliannya . ‘

16. Kualifikasi adalah penggoiongan Badan Usaha /Perusahaan berdasarkan
kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksl .

17.Penanggung jawab perusahaan adalah Direksi/Pimpinan Perusahaan untuk
Kantor Pusat dan Kepala Cabang untuk Kantor Cabang.

18. Izin adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUXK .

19.Rekomendasi adalah Surat pernyataan dari Pemerintah Kabupaten Luwu
Utara yang' memberikan izin sementara kepada pemohon sebelum Izin Usaha
Jasa Konstruksi Asll diterbitkan dan masa berlakunya berakhir dengan
sendirinya seteiah izin asii tersebut teiah terbit yang ditandatangani oleh
Asiksten Ekonoml Pembangunan Setda Kabupaten Luwu Utara seiaku Ketua
Tim Peneliti IUJK atau ditandatanganl oleh Kabag Administrasi Pembangunan
Setda Kabupaten Luwu Utara seiaku Sekretaris Tim Peneilti JUXK .

20. Surat Permohonan Izin adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan IUJK,
seianjutnya disingkat SPI .

21.Pemohon IUJK adalah Badan Usaha yang telah mendapatkan pengesahan
darl Pengadiian Negeri setempat .

22. Tim adaiah Tim yang dibentuk untuk membuat Kajian Teknis atas SPI .

23.Tanda Terima Berkas adalah tanda terima yang diberikan kepada setiap -
pemohon yang memasukkan berkas dalam rangka penerbitan izin oleh
petugas penerima berkas .
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24.Tanda Bukti Pendaftaran adalah tanda bukti yang diberikan kepada setiap
pemohon pada saat pendaftaran oleh petugas pendaftaran .

25.Formulir Isian adalah adalah Formullr yang harus diisi secara lengkap
mengenai biodata Badan Usaha pemohon izin yang disediakan oleh petugas
pendaftaran .

26.Laporan Hasil Penilaian 1UX adalah Laporan hash penilaian tentang
kelengkapan administrasi, teknis dan kelengkapan penunjang lainnya sebagai
syarat untuk mendapatkan izin kepada pemohon yang dilakukan oleh Tim
Peneliti IUXK .

27.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah tanda
bukti yang diberikan kepada pemohon pada saat melakukan pembayaran
sesuai dengan besarnya tarif retribusi oleh petugas penerima pembayaran .

BAB II
TATA CARA PENGURUSAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal2

Pemberian Izin Usaha melalui proses:

a. kajan Teknis oleh Tim yang menangani urusan Pemberian Izin Usaha
sesuai ketentuan Peraturan Perundang — undangan yang berlaku;

b. penyelesaian administrasi ( pengurusan dan pemberian ) perizinan
dilaksanakan oleh Baglan Administrasl Pembangunan Sekretarlat Daerah
Kabupaten Luwu Utara;

¢ tim sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Paragrafl
Pendaftaran

Pasal3
Pada saat mendaftar, pemochon mengajukan surat permohonan kepada
Bupati Luwu Utara Cq. Kabag Administrasi Pembangunan yang diist data
lengkap untuk mendapatkan Surat Izin Usaha yang ditandatangani oleh
pimpinan perusahaan dan dicap stempel perusahaan serta diserahkan
kepada petugas pendaftaran den diberikan tanda terima berkas
permohonan.
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Paragraf2
Registrasi surat Permohonan
Pasal4

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibukukan, diberi
nomor dan tanggal penerimaan/pendaftaran oleh petugas pendaftaran dan
diberi tanda bukti pendaftaran .

Paragraf3
Permohonan
Pasals

Pemohon memperlihatkan tanda bukti pendaftaran kepada petugas yang
menangani untuk diberikan formulir isian.

Pengembalian formulir isian harus dilengkapl persyaratan administrasl,
persyaratan teknis dan persyaratan penunjang lainnya.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) dari LPXD Provinsi Sulawesi
Selatan ( Memperiihatkan Asii ) ;

Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berfaku ;

Foto Copy KTP Direktur/Direktris yang masih berlaku ;

Foto Copy NPWP ;

Pas Foto warna Ukuran 3 X 4 Cm = 3 Lembar ( Penanggung jawab
perusahaan ) dengan latar beiakang merah berpakaian pantas dan rapi.
Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. Data Personalia (Tenaga Ahli/Tenaga Teknk dan Tenaga Administrasl) ;

b. Data peralatan yang dimiliki.

P o Py

Persyaratan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud ;iada ayat (2) terdiri

dari :

a. Gedung / Kantor ;

b. Papan Nama Perusahaan ;

c. Papan Struktur Organisasi ;

d. Standar Peralatan Kantor minimal antara lain : Meja, Kursi, Lemari Arsip,
Mesin Ketk / Komputer.

Setiap formulir beserta lampirannya dimasuikkan dalam Map Plastik yang

warnanya berdasarkan Kualifikasi /Golongan yakni :

a. Kualifikasi Gred 1 Warna Map Hijau;

b, Kuaiifikasi Gred 2 Warna Map Putih;

¢. Kualifikasi Gred 3 Warna Map Kuning;

d. Kualifikasi Gred 4 Wama Map Merah Muda;



(3)

(4)

- Kualifikasi Gred 3 ( Disetarakan K2 ) Sebesar Rp.  300.000,-

- Kualifikasi Gred 4 ( Disetarakan K1 ) Sebesar Rp.  600.000,-
- Kualifikasi Gred 5 ( Disetarakan M1 s M2)  Sebesar Rp.  800.000,-
- Kualifikasi Gred 6 ( Disetarakan B ) Sebesar Rp. 1.250.000,-

- Kualifikasi Gred 7 ( Disetarakan B) Sebesar Rp. 1.500.000,-

Petugas penerima retribusi menyetor hasil penerimaan secara bruto ke
rekening Kas Daerah.

Tanda bukti pembayaran disetor kepada petugas yang ditunjuk pada
Bagian Administrasi Pembangunan untuk diberikan rekomendasi TUJK.

Paragraf6
Pengambilan Sertifikat IUJK
Pasal8

Sertifikat Jzin Usaha Jasa Konstruksi diberikan kepada pemohon dengan

memperlihatkan tanda bukti penerimaan dan bukti penyetoran/tanda pelunasan

retribusi TUJK setelah pemohon menandatangani daftar pengambilan IUJK pada

petugas penerbitan IUJK.

(1)

2

€)

Pasal9
Izin yang telah terbit beriaku 3 ( tiga ) tahun sesuai ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku dan harus didaftar ulang ( Her — Registrasi ) setiap
tahun,
Setiap Badan Usaha Jasa Kontruksi diwajibkénkan memiiiki 1zin Usaha Jasa
Kontruksi berdasarkan Kklasifikasi perusahaan seperti Jasa Perencanaan,
Jasa Pelaksanaan dan Jasa Pengawasan Kecuali bagi badan usaha yang
mempunyai klasifikasi gabungan dari ketiganya hanya wajib memiliki satu
Izin Usaha Jasa Kontruksi saja yang dibayarkan berdasarkan Kualifikasi
tertinggi dari masing-masing badan usaha tersebut.
UK yang diterbitkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Luwu Utara dan dibuat dalam rangkap 5 ( Lima ) dengan
ketentuan Salinan Asli diberikan kepada Pemohon dan tembusannya
disampaikan kepada :
a. Ketua LPJKD Provinsi Sulawesi Selatan;
b. Kepala Bagian Hukum setdakab. Luwu Utara;
¢. Masing-masing Asosias;
d. Arsip.
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_ BAB III
TATA CARA HER-REGISTRASI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasall0

Badan usaha yang telah diterbitkan IUJK wajib melakukan melakukan Her
Registrast ( Leges ) pada tahun kedua dan ketiga dengan tata cara seperti
pada proses pengurusan Izin Usaha Jasa konstruksi.

Persyaratan Her-Registrasi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai
berlkut:
a. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) ( Memperlihatkan asli ) atau
Rekomendasi darl LPIJKD;
b. IUX (asl) ;
Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku ;
d  Foto Copy KTP Direktur/Direktris yang masih berlaku.

Besaran Tarif retribusl untuk legalisasl pada saat Pendaftaran Ulang ( Her-
Registrasi ) sebagal berikut :

No | GOLONGAN/ NILAI LEGALISASI DENGAN LEGES

KUALIFIKASI TAHUN KEDUA TAHUN KETIGA
1. Gred 1 100.000 125.000
2. Gred 2 /K3 125.000 150.000
3. Gred 3/ K2 150.000 175.000
4, Gred 4 / K1 200.000 200.000
5. | Gred 5/ M1 & M2 300.000 400.000
6. Gred 6/B 550.000 650.000
7 Gred7/8B 700.000 750.000

Pemberian tanda legallsasi dilakukan paling iambat 7 ( Tujuh ) hari kerja
setelah diterimanya Surat Permohonan Her — Registrasi dari Pemilik TUJK
yang ditandatangani oleh Pimpinan / Penanggung jawab Perusahaan.

Bagi perusahaan yang terlambat melakukan Pendaftaran Ulang (Her-
Registrasi) pada tahun kedua, maka pada saat Her-Registrasi tahun ketiga
diwajibkan membayar biaya leges tahun kedua dan tahun ketiga.
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BABIV
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
YANG MENGALAMI PERUBAHAN DATA BADAN USAHA
Pasalil
Perusahaan yang mengalami perubahan data badan usaha harus mengurus
IUX baru.
Perubahan data badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. Perubahan Nama Perusahaan / Badan Usaha;
b. Perubahan Nama Penanggung Jawab Badan Usaha;
¢ Perubahan Alamat Badan Usaha;
d. Perubahan Bldang dan atau Sub Bidang Badan Usaha.
Badan usaha bersangkutan dapat mengajukan permohonan penerbitan Izin
Usaha Jasa Konstruksi Baru melalui mekanisme dan tata cara seperti pada
proses pengurusan IUX baru,

BABV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
YANG HILANG/RUSAK

Pasal 12

Perusahaan yang kehilangan IUJK asli dan akan mengurus pengganti

sertifikat yang hiiang harus mengajukan permohonan kepada Bupati Luwu

Utara Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dengan melamplrkan :

a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat;

b. foto copy sertifikat JUIK yang hiiang;

c. pas foto warna 3 x 4 an sebanyak 3 lembar (Penanggung Jawab
perusahaan) dengan latar belakang warna merah berpakaian pantas
dan rapi.

Perusahaan yang IUJK aslinya rusak dan akan mengurus pengganti

sertifikat yang rusak harus mengajukan permohonan kepada Bupati Luwu

Utara Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dengan melampirkan :

a.  asl sertifikat IUXK yang rusak;

b. pas foto warna 3 x 4 an sebanyak 3 lembar (Penanggung jawab
perusahaan) dengan latar belakang wama merah berpakaian pantas
dan rapi.



BAB VI
BENTUK SERTIFIKAT IZIN USAHA
Pasal 13
Sertifikat IUJK ditandatangani oleh Bupati Luwu Utara dengan ketentuan bentuk
sertifikat sebagai berikut :

- Isi : Sebagaimana tercantum pada Lampiran XII
Peraturan Bupati ini

- Ukuran : Folio ( 14 x8,5" )

- Warna Blanko : Dasar Putih dengan Logo Kabupaten Luwu Utara

dan latar belakang tulisan Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Utara

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Dengan Ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor
03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai beraku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Septeadber 2008

{ BUPATY'

54"‘ \H
H.M. LUTH . MUTTY 7_\

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

s
&

H.A.CHAERULPANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 17



Lampiran I : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

‘ t ‘ NOMOR Tahun 2008

TANGGAL Tahun 2008

PROSEDUR/TATA CARA
PENGURUSAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ( IUJK)
KABUPATEN LUWU UTARA
1 2 3

PENDAFTARAN REGISTRASI SURAT PENGAMBILAN TANDA
PERMOHONAN BUKTI PENDAFTARAN

Surat Permohonan dibukukan
diberi nomor dan tanggal
penerimaan/pendaftaran oieh
petugas pendaftaran pada
Bagian Adm.Pemb. & diberi

Pemohon Mengajukan Surat
Permohonan kepada Bupati
Cq. Kabag.Adm.Pemb. yang
ditandatangani oieh
Pemimpin Perusahaan serta

di Cap Stempei tanda bukt! pendaftaran pada
Bagian Adm.Pemb.
L 6 5
[ PEMBAYARAN RETRIBUSI PENELITIAN KELENGKAPAN
s BERKAS

Berkas yang diterima ditelit!
oieh Tim Penelitl UK yang
terdiri darl instansi Terkait
yang Sekretariatnya pada
Bagian Adm.Pemb.

Bagi pemohon yang
iengkap dan telah
mendapatakan formulir
penyetoran berkas
diberikan formuiir

penyetoran retribusi. a). Berkas iengkap diberikan

Pembayaran retribusi
dilakukan oieh
pemohon pada petugas

form penyetoran
pembayaran retribusi
. Berkas tidak lengkap

dikembaiikan pada

yang telah ditunjuk a .
pemohon u/ dilengkapi

dengan menunjukkan
formuiir retribusl sesual
dengan

L kuaiifikasi/ Goiongan
Badan Usaha
berdasarkan Peraturan
Bupati

seiambat2nya 7 hari kerja
pemohon yang tdk
melengkapi berkasnya
selama waktu ditentukan

maka berkas permohonan
ditoiak.

7 8
PENYETORAN BUKTI PENGAMBILAN SERTIFIKAT
PEMBAYARAN

Bukti Pembayaran disetor
kepada Petugas yang
ditunjuk pada Baglan
Adm.Pemb. untuk diberlkan
rekomendasi UK

Pemohon memperiihatkan tanda bukti
penerirnaan berkas dan bukti
penyetoran/tanda pelunasan retribusl
oieh pimplnan perusahaan atau yang
mewakili dengan menunjukkan Surat

Perusahaan Kepada Petugas

Keterangan: Batas Waktu Maksimal Penerbitan IUJK adalah M hari kerja

Kuasa darl Pimpinan/Penanggung Jawab

Pemohon
memperlihatkan tanda
bukti pendaftaran kepada
petugas yang menangani
u/ duberi formulir isian
pada Bagian Adm.Pemb.

4
PENGEMBALIAN
FORMULIR

Pengembalian Formuiir
Islan harus dilengkap
persyaratan dengan :

Foto Capy Sertifikat SBU
{ memperlihatkan asii)
Foto Copy Akta Pendirlan
Usaha

Foto Copy SITU yg msh
berlaku

Foto Copy KTP Direktur yg
masih beriaku

Foto Copy NPWP

Pas Foto Warna 3x4
(3ibr)

Penanggung Jwb
Perusahaan

Persyaratan Teknis Data
Personaiia (Struktur
Organisasi}

- Persyaratan Penunjang

Lainnya

1. Foto Kantor/papan
Nama Kantor

2. Daftar Peraiatan Kantor




Lampiran 11 : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

- NOMOR Tahun 2008
TANGGAL Tahun 2008
Tentang
FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) PELAKSANA
KOP PERUSAHAAN
................. g eremernnnennesne . 2008

Nomor :
Lamp :1(Satu ) Exp
KepadaYth.
BAPAK BUPATI LUWU UTARA

Cq. Kepala Bagian Adm. Pembangunan
Setdakab. Luwu Utara
Di-

Masamba

Perihal  : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUTK } Pelaksana
Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan § raueeesreeue e b sea—a e Yes e Ea eh e HRARA bR SRRSO S e S A a R AR RhaYORR SRR SRS
AlamatPerusahaan :
I vurernrrarsasesaeseerensrenissTRTSRIS AR SRR S bO RS PN AR RS ARS AR RS r e A eatuabaaEOn
% Jalan :
I renetontnibreteastrat e s resacbea st sk s s e s a st rmseRrbeeeneere st arrareresreaTens
.
% Kelurahan D eterieesseresiessstessesnestiresestrE NI LTS EaS NS AR A L SR RA eSS R ass SO ssensen
% RT/RW :
D areteessereesneseeereetsarssseaeNebEe IO TAR NS LA eSS Lo Re s erp e sn e e b T bES
;
% Kab T erereerenar e rasanretarnrreny KodePos......covveer vanes
& Propinsi :
(Y P  rebritbrehneaba btk da T ra e b kbbb hARdhhbede kb rrranannbidb thbdrhananes
2 : ;
#»  No. Telp e No. Fax....ccocoreeeeennens
.
Nama Pimpinan Perusahaan D ruesesen e ars s bR s S Re pr s e et e e san s
NPWP Perusahaan :
D ieeeesiersesssrenietbebe et i na e bes e e e e ans e mesAesasessaeeasassasann

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk :
Permohonan Izin Baru
2 Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah Data
DiKab ...ocovriieriiie ceenne Propinsi....cccuciviianiniianienees untuk Bidang Pekerjaan sebagai berikut:
1. Pekerjaan Arsitektur
2. Pekerjaan Sipil
3. Pekerjaan Mekanikal
4. Pekerjaan Elektrikal

5. Pekerjaan Tata Bangunan
Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

Foto Copy Sertifikat Badan Usaha ( SBU) dari LPJKD Propinsi Sulawesi Selatan
Foto Copy Akts Pendairian badan Usaha

Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU} yang masih berlaku.

Foto Copy KTP Direktur/Direktris

Foto Copy NPWP.

Pas Foto Warna Ukuran 3 X 4 Cm = 3 Lembar ( Penanggung jawab  perusahaan)

SR ®N e

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

NamaJelas
Direktur/Direktris



, Lampiran III :

PERATURANBUPATILUWUUTARA
NOMOR Tahun 2008
TANGGAL Tahun 2008

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

Nomor

PERENCANAAN/PENGAWASAN
KOP PERUSAHAAN

................. e eeeereennnn 2008

Lamp  :1(Satu)Exp

Kepada Yth.

BAPAK BUPATI LUWU UTARA
Cq. Kepala Bagian Adm. Pembangunan

Setdakab. Luwu Utara
Di-
Masamba

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUTK ) Perencanaan/Pengawasan

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
Jalan
Kelurahan
RT/ RW
Kab

Propinsi

%  No. Telp

DD

.........................

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

........................

..........................

Nama Pimpinan Perusahaan T e AR SRR A AN AR RSO R O RSRASRSRAHA 100

NPWP Perusahaan

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan inf mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi { IUJK) untuk:
1. Permohonan Izin Baru

2 Memperpanjang Izin Usaha

3. Mengubah Data

DiKab ....ccoovevinnens ciiinn Propinsi......ccvuceeiniiiiieniin. untuk Bidang Pekerjaan dan Lingkup Layanan sebagai
berikut:
a. Bidang Pekerjpan b. Lingkup Layanan Perencanaan ¢ Lingkup Layanan Pengawasan
1. Arsitektur 1. Jasa Survey 1. Jasa Inspeksi / Supervisi
2. Sipil 2. Jasa Testing Laboratorium 2. Jasa Testing Laboratorium
3.Mekanikal 3. Jasa Perenc. Umum & Study Makro 3. Jasa Manajemen Konstruksi
4.Elektrikal 4. Study Kelayakan 4. Jasa Manjemen Proyek
5. Tata Lingkungan 5. Jasa Perenc. Teknik, Operasi dan
Pemeliharaan
6. Jasa Bantuan & Nasehat Teknis

7. Jasa Penelitian
8. Jasa Manajemen Konstruksi
9. Jasa Manajemen Proyek

Bersama ini kami lJampirkan persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

Foto Copy Akta
Foto Copy Surat

e ope P

Pas Foto Warna

Pendirian Badan Usaha
Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku.

Foto Copy KTP Direktur /Direkiris
Foto Copy NPWP.

Ukuran 3 X 4 Cm = 3 Lembar { Penanggung jawab perusahaan)

Demikian permohonan kami dan afas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Nama][elas
Direktur/Direktris



LampiranIV : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

. NOMOR Tahun 2008
TANGGAL Tahun 2008

TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN IUJK

.

Nama Perusahaan P PT/CV sttt e st e s s e e
..

Ni Pim :

ama e MerNe N e YR Ne NI IR E s st e RTe RS atensiatNetteYO RNy
. .

idang Pekerjaan :
D eeseeueer i r et tba th et e ea e e b aa e sk es e d s aerentnrerare

Kualifikasi :
A AR R R R R R N Y R N L N NN N RN Y RN N NN NN N N W R

X

Hari/Tanggal

D e eterensenecrie e e r et e s bt e en e aae e ru e ansran e

Masamba, 2008

YANG MENERIMA BERKAS

B AMCANSENII OSSN ELERRAISRARLERLNNOINRSSAN




*

* Lampiran ¥ : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
Nomor Tahun2008
Tanggal Tahun2008

TANDA BUKTI PENDAFTARAN IU

.
Nama Perusahaan B g 7 L RN
N impi
.
ama Pimpinan D eeeererertnennrerserieerrrrerat it s b b aarennseasararnepnaen
: .
Nomor Pendaftaran S U OTUTRUPR
.
Hari/Tanggal :
P PP ORPORIN

Masamba, 2008

YANG MENERIMA BERKAS

SIS SESEESENNEEEEENEENEaatatabinsiatans




A

Nomor
Tanggal

Lampiran VI : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

Tahun 2008

Tentang

Tahun 2008

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH No. Seri
KABUPATEN LUWU UTARA SSRD
DINAS PENDAPATAN DAERAH ( SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)
 § 1. R TAHUN2008
wre on aee bee on Telp.
|\ 7Y - RS
Alamat et eeeseeressvesitreieestaseasresavaraeesasraiTransransrnrrnreayeny
NPWRD
Menyetor Berdasarkan *) SKRD STRD
SKRDT SK Keberatan
SK Keberatan Lain-lain
Masa Retribusi ...occvveeveeiiinniannanns Tahun .................. No. Urut .............
No. Ayat Jenis Retribusi Jumlah
Jumlah Setoran Retribusti
Dengan Huruf
Ruang untuk Teraan Diterima oleh,
Kas Register/Tanda tangan Petugas Tempat Pembayaran =~ | ........ceeiiiiiinieen. 2008
Petugas Penerima
Tanggal
Tanda Tangan : Penyetor
NamaTerang
(cremremmemnr e ) (PP )

% Beri Tanda V¥ pada kotak l:] sesuai dengan ketetapan yang dimiliki




3

[} -

»
" Lampiran VI : Peraturan Bupati Luwu Utara

Nomor Tahun 2008
Tanggal Tahun 2008
Tentang

FORMAT REKOMENDASI PERMOHONAN IUJK

REKOMENDASI IUJK
Nomor :
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ir. H. SYAMSUL SYAIR
NIP : 010 236 954
Pangkat/Gol : Pembina Tk I, IV/b
Jabatan : Kabag. Adm.Pembangunan
(Sekretaris Tim Peneliti TUJK)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
Nama Pimpinan
NPW.P

Perusahaan tersebut sedang dalam proses administrasi Penerbitan/Perpanjangan Izin usaha
Jasa Konstruksi (JUJK) dan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan IUJK. Rekomendasi ini
berlaku selama 1 (Satu) Bulan sejak tanggal ditetapkan dan atau dinyatakan tidak berlaku
apabila Izin Usaha Jasa Konstruksi telah terbit.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 2008

An. Asisten EKBANG
Kabag. Adm. Pembangunan

Ir. H. SYAMSUL SYAIR
Pkt. Pembina TK 1
NIP, 010 236 954

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba

2. Kepala Bagianm Hukum Setdakab. Luwu Utara di Masamba
3. Kepala LPJKD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar

4 Pertinggal



\"

Lampiran VIII
bl l - .

: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
Nomor Tahun 2008
Tanggal Tahun 2008

Tentang

Format Laporan Hasil Penilaian IUJK

LAPORAN HASIL PENILAIAN IUJK
Nomor:

Pada hari ini ............. . Tanggal

1
2
3.
4.
o,

Ir. Mujahidin Ibrahim, M.Si
Ir.H. SyamsulSyair

Diana, ST, MT

Alwi Parimpun, ST

Idi Yastuti S Umar, ST

(Ketua) ) R teerrenaenans
(‘Sekretaris )
(Anggota) . RO

(Anggota) : T SRR .

(Anggota) S O

Telah melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan atas permohonan penerbitan IUJK
PT/CV ...... R PO ..... Dengan data-data sebagai berikut:

Nama Pimpinan
Alamat Perusahaan

NP.WP

Setelah melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lokasi perusahaan dapat disimpulkan
sebagai berikut :

1. Persyaratan Administrasi
a. Lengkap
b. Tidak Lengkap

2. Persyaratan Teknis
a. Memenuhi
b. Tidak Memenuhi

3. Persyaratan Penunjang Lainnya
a. Memenuhi
b. Tidak Memenuhi

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian tersebut diatas, dapat disarankan untuk :

1. Memproses lebih lanjut permohonan PT/CV . ...ccvviiiiiciiinnmmieiercsmeen untuk
diterbitkan IUJK.
2 Menolak Permohonan PT/CV .....c.ccovuvvniieiniciiaciannens verarrsrissuesnsserss UNtuk diterbitkan IUJK

Demikian Laporan Hasil Penilaian IUJK ini dibuat sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Mengetahui :
Ketua Tim Peneliti JUJK

-------------------------------




¥
Il

LampiranIX : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
tr

A Nomor Tahun 2008
Tanggal Tahun 2008
Tentang

Format Check List Persyaratan Penerbitan IUJK

CHECK LIST PERSYARATAN PENERBITAN IUJK

Nama Perusahaan : PT/ CV.
Nama Pimpinan :

Alamat

NPWP

Persyaratan Administrasi

NO

URAIAN ADA TIDAKADA

Foto Copy Sertifikat SBU

Foto Copy Akta Pendirian

Foto Copy SITU

Foto Copy KTP

Foto Copy NPWP

Pas Foto Warna Uk 3 x4 cm

b,

Persyaratan Teknis

NO

URAIAN MEMENUHI TIDAK MEMENUHI

Data Personalia

a. Tenaga Administrasi

b. Tenaga Teknis

Data Peralatan

C

Persyaratan Penunjang Lainnya

NO

URAIAN MEMENUHI TIDAK MEMENUHI

Gedung/Kantor

Papan Nama Kantor

Standar Peralatan Kantor




LampiranX : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

’ A Nomor Tahun 2008
Tanggal Tahun 2008
Tentang

FORMAT SERTIFIKAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ( IUJK)

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR  tiiiiiiviieierinrnirraninaens

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan
Jalan, Nomor
Kelurahan
RT/RK/RW
Kabupaten/Kota
Propinsi

Nomor Telepon

Nama Penanggungjawab Perusahaan / Direktur Utama
Nama
NPW.FP

Izin Usaha Jasa Konstrruksi ( IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa
Ceessa e e s s Konstruksi di Selurith wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan

Berlaku sampai dengan tanggal

Dikeluarkan di
Pada Tanggal
Pas Foto
BUPATILUWUUTARA
3Cmx4Cm




LampiranXI : PERATURANBUPATILUWUUTARA
s a NOMOR Tahun 2008
TANGGAL Tahun 2008

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) HILANG

KOP PERUSAHAAN

Nomor

Lamp :1(Satu ) Exp

Kepada Yth.

BAPAK BUPATI LUWU UTARA

Cq. Kepala Bagian Adm. Pembangunan
Setdakab. Luwu Utara

Di-
Masamba

Perihal : Permohonan Penggantian Sertifikat IUJK Hilang

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Perusahaan D eaceaesaissarn e RS E A SRR AR SA LSRR 1 AR R O e b emen
Alamat Perusahaan : LA SRR RSS Sh s
%  Jalan § eetmvememean AR AR 4RSS RS AR SRS b ber s bR
4  Kelurahan R, Ve obe s aheRs s basasrennn
% RT/RW D anereraenreesssnranives ssanenebssesssus AR RS SRR AR AR S SRR TR AP
% Kab L rrrrrreererrtese e raanas KodePos.....cc.cccoveunnenn
» Propinsi T ineeeessenentenissstent s e e SRR AR SRRSO A AR bt amn
%  No. Telp RN No. Fax....coceeiniinniianns
Nama Pimpinan Perusahaan D e b e oAb bR AT e TR R R e
NPWP Perusahaan D s aasen VA bn e s sena A48 g en

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK) sebagai pengganti
IUJK yang hilang.
Bersama ini kami lampirkan :

1 Surat keherangar‘ kehilangan dari Kepolisian setempat

2 Foto copy sertifikat IUJK yang hilang

3. Pas foto warna ukuran 3 x 4 cm = 3 lembar

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih,

Pemohon,

NamaJelas
Direktur/Direktris



o

Lampiran XII : PERATURANBUPATILUWUUTARA
Y PERY. | NOMOR Tahun 2008
TANGGAL Tahun 2008

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ( IUJK) RUSAK
KOP PERUSAHAAN
................. foevessenneneenn.. 2008

Nomor :
Lamp :1(Satu)Exp

Kepada Yth.

BAPAK BUPATI LUWU UTARA

Cq. Kepala Bagian Adm, Pembangunan
Setdakab. Luwu Utara
Di-

Masamba

Perihal : Permohonan_Penggantian Sertifikat JUJK Hilang

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

.
Nama. Perusahaan D rrrrecsiverbertbebirs s aa as RS saa s s b EorEeD PERS PR s E AR RE R SRRE YRS Y ebRRS bat
Alamat Perusahaan :
. ) T eeheRrRrEYIRRRY RV SR IR RS RCREbSALA R PR Y OR RO A S E PR SRSV ERRPRR KSR RS nA RS £ 0E
%> alan :
* B R EER R RE AR RN N A AN NN YN AR N ENR PR IR AN NN AT AT ARNRERET R PR ESens oAy
A
4 elurahan :
? Kelura D eeerereisesusseossasmiaeNa L rra e SR AR SR e A e st rvRsvanOnS OB SRS
.
o> RT/ RW D rereirantevaresvesraessamserseRaebERabsS Shebian s et ar e e s aersba rua e as
, . d
& Kab D i reterreterasearesserennorrensrans KodePos.....cccovievriasess
] Propinsi :
. ropinsi L eevburseessatstseaararasteatenenn e R peasa s s e TR SRR PR SRS RS b 84
.
%+  No. Telp OO No. FaX....oooviiiianinnnens
Nama Pimpinan Perusahaan :
p Perus © eherreERee A ree AR RER SRR LSRRV RS R ASY SRR R ENSYEES RS SRR TP e e e AR S
NPWP Perusahaan D ireeseessstasesbersaenniss rrchsneus askeR eResET R AR SRSRER A RA AL e sa RSB eR S SR SRR

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha jasa Konstruksi ( IUJK ) sebagai pengganti
IUJK yang rusak.

Bersama ini kami lampirkan ;
1. Asli sertifikat IUJK yang rusak
2 Pas foto warna ukuran 3 x 4 cm = 3 lembar

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

NamaJelas
Direktur/Direktris



